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ABSTRAK 
 
Kegiatan bereproduksi atau melanjutkan keturunan merupakan hak setiap pasangan suami 
istri yang dijamin oleh undang-undang. Negara mempunyai tugas untuk mengatur agar 
pasangan suami istri diberikan kesempatan yang luas untuk mewujudkan hak dan 
kebutuhannya dalam memperoleh keturunan, termasuk dalam hal memperoleh pelayanan 
kesehatan reproduksi sebagai salah satu faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan 
karena tidak semua pasangan suami istri mampu melahirkan keturunan, dikarenakan adanya 
gangguan kesehatan reproduksi pada suami atau istri yang menyebabkan infertilitas. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan jaminan hak 
bereproduksi bagi pasangan suami istri di Indonesia sebagai upaya melanjutkan keturunan, 
melalui beberapa pengaturan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, 
UU Perkawinan, dan UU Kesehatan. Hak bereproduksi tersebut juga diberikan bagi pasangan 
suami istri yang mengalami gangguan reproduksi yang tidak dapat melanjutkan keturunan 
melalui reproduksi secara alami. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengijinkan 
dilakukannya Teknologi Reproduksi Berbantu, dengan beberapa pilihan cara reproduksi 
melalui teknologi kedokteran, misalnya fertilisasi in vitro (bayi tabung), TAGIT, dan 
inseminasi buatan. Ketentuan pada UU No. 36 Tahun 2009 menghendaki upaya pasangan 
suami istri untuk memenuhi hak reproduksinya dengan melanjutkan keturunan diharuskan 
melalui perkawinan yang sah dan melarang tindakan Surrogate Mother atau sewa rahim, 
sebagaimana dalam Pasal 127 UU Kesehatan yang pada intinya melarang untuk melakukan 
suatu tindakan medik Surrogate Mother yang tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. 
Tindakan medik Surrogate Mother tidak boleh dilakukan di Indonesia, terlebih-lebih obyek 
yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik benda maupun difungsikan 
sebagai jasa. 
Kata kunci: infertilitas, kesehatan, reproduksi, pemenuhan hak, teknologi reproduksi 
berbantu. 
 
ABSTRACT 
 
The activity of reproducing or continuing offspring is the right of every married couple 
guaranteed by law. The state has the duty to arrange for a husband and wife to be given 
ample opportunities to realize their rights and needs in obtaining offspring, including in terms 
of obtaining reproductive health services as one of the supporting factors for continuing 
offspring because not all married couples can give birth to children. The results of this study 
indicate that the Government has guaranteed the right to reproduce for married couples in 
Surya Keadilan  39 
P-ISSN  : 2599-2252, E-ISSN : 2622-5166 
Vol. 3, No. 1,  Mei  2019 
 
Indonesia as an effort to continue the offspring, through several legal arrangements as 
stipulated in the 1945 Constitution, Human Rights Law, Marriage Law, and Health Law. The 
reproductive rights are also given to married couples who experience reproductive disorders 
who cannot continue their offspring through natural reproduction. To overcome this, the 
government permits assisted reproduction technology, with several options for reproductive 
methods through medical technology, such as in vitro fertilization (IVF), TAGIT, and artificial 
insemination. Provisions in Law No. 36 of 2009 requires the efforts of married couples to 
fulfill their reproductive rights by continuing offspring is required through a legal marriage 
and prohibits Surrogate Mother or womb uterine acts, as in Article 127 of the Health Act 
which essentially prohibits conducting medical actions that are not tied to relationships legal 
marriage. Surrogate Mother's medical actions should not be done in Indonesia, especially the 
object that is promised is very unusual, namely the womb, both objects and function as a 
service. 
 
Keywords: Infertility, Health, Reproduction, Fulfillment of Rights, Assisted Reproductive 
Technology 
 
 
PENDAHULUAN 
Undang-Undang No.39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 
HAM) telah menentukan macam-
macam Hak Asasi Manusia, tepatnya 
pada Bab III Pasal 9 sampai dengan 
Pasal 66, yaitu : hak untuk hidup, hak 
berkeluarga dan melanjutkan 
keturunan, hak mengembangkan diri, 
hak memperoleh keadilan, hak atas 
kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, 
hak atas kesejahteraan, hak turut serta 
dalam pemerintahan, hak wanita, dan 
hak anak. 
Terkait dengan hak berkeluarga 
dan melanjutkan keturunan, Pasal 28B 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 
1945) Perubahan Kedua dan Pasal 10 
ayat (1) UU HAM telah menyatakan 
bahwa: “Setiap orang berhak 
membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah.” Berdasarkan 
ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa 
kebutuhan untuk melanjutkan 
keturunan dapat dilakukan melalui 
perkawinan yang sah dan hal ini 
merupakan hak setiap Warga Negara 
Indonesia. Perkawinan merupakan 
perbuatan suci yang mempunyai 
hubungan erat sekali dengan agama 
atau kerohanian.1 
Lebih lanjut menurut Pasal 1 UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(UU Perkawinan), perkawinan diartikan 
sebagai: “ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan 
                                                          
1  Luthfan, “Pandangan Hukum Negara dan 
Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda 
Agama”, Surya Keadilan, Vol. 2 No.1 2018, hlm. 
317 
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membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasan 
Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan 
bahwa membentuk keluarga yang 
bahagia erat hubungannya dengan 
keturunan, yang merupakan salah satu 
tujuan perkawinan. Ikatan dalam 
perkawinan merupakan suatu bentuk 
penyatuan dua kepribadian karena satu 
sama lainnya harus saling melengkapi 
untuk menggapai keridhaan-Nya.2 
Pasal tersebut mempertegas 
bahwa kebahagian suatu rumah tangga 
tidak lepas dengan hadirnya anak 
(keturunan). Hal ini disebabkan pola 
pikir masyarakat yang menganggap 
kelahiran seorang anak itu merupakan 
anugerah yang merupakan hasil buah 
cinta kasih dari adanya suatu 
perkawinan. Sebab itu, setiap pasangan 
yang telah menikah umumnya sangat 
mendambakan anak sebagai keturunan 
dari perkawinan mereka. Banyak cara 
yang dilakukan oleh orang-orang yang 
tidak dapat atau susah untuk 
mendapatkan keturunan, baik dengan 
cara konsultasi dokter, melakukan 
                                                          
2  Dwi Putra Jaya, dkk., “Dispensasi Kawin 
Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 
Ayat 2 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A 
Bengkulu)”, Surya Keadilan, Vol. 2, No. 2 2018, 
hlm. 410 
terapi kesuburan, mengangkat anak 
(adopsi) sampai pada hal yang berbau 
pada kepercayaan tertentu bahwa bisa 
memancing kehamilan.  
Upaya melanjutkan keturunan 
dari pasangan suami istri dalam istilah 
lain dapat disebut juga sebagai upaya 
bereproduksi. Reproduksi dapat 
diartikan sebagai perkembangbiakan. 3 
Lebih lanjut, prokreasi (vootplanting) 
atau reproduksi dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan upaya manusia untuk 
melanjutkan keturunannya sebagai 
suatu hak yang melekat secara kodrati, 
yang merupakan salah satu dari tiga 
hak orisinil yang diberikan Tuhan Yang 
Maha Esa, yaitu hak kebebasan (yang 
lainnya adalah hak hidup dan hak 
milik).4 
Mengenai kesehatan reproduksi, 
UU HAM telah mengatur secara khusus 
dalam Pasal 49 ayat (3): 
 “Hak khusus yang melekat pada 
diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan dilindungi 
oleh hukum.”  
Menurut Penjelasan Pasal 49 
ayat (3) UU HAM diketahui bahwa yang 
                                                          
3  Med. Ahmad Ramali  dan K.St.Pamoentjak, 
Kamus Kedokteran, Djambatan,  Jakarta: 2005, 
hlm. 305. 
4 H. Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam 
Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa 
Rahim di Indonesia?, PT. Elex Media 
Komputindo, Jakarta: 2012, hlm. 34. 
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dimaksud dengan “perlindungan khusus 
terhadap fungsi reproduksi” adalah 
pelayanan kesehatan yang berkaitan 
dengan haid, hamil, melahirkan dan 
pemberian kesempatan untuk 
menyusui. Dengan demikian, UU HAM 
telah menjamin bahwa kesehatan 
reproduksi sebagai salah satu Hak Asasi 
Manusia yang wajib dilindungi negara, 
termasuk kesehatan reproduksi bagi 
pasangan suami istri. 
Berpijak pada bunyi ketentuan 
tersebut, maka kegiatan bereproduksi 
atau melanjutkan keturunan 
merupakan hak setiap pasangan suami 
istri yang dijamin oleh undang-undang. 
Artinya, negara mempunyai tugas 
untuk mengatur agar pasangan suami 
istri diberikan kesempatan yang luas 
untuk mewujudkan hak dan 
kebutuhannya dalam memperoleh 
keturunan, termasuk dalam hal 
memperoleh pelayanan kesehatan 
reproduksi sebagai salah satu faktor 
pendukung untuk melanjutkan 
keturunan. Namun demikian, tidak 
semua pasangan suami istri mampu 
melahirkan keturunan, dikarenakan 
adanya gangguan kesehatan reproduksi 
pada suami atau istri yang 
menyebabkan infertilitas. 
Infertilitas (gangguan 
kesuburan) adalah gagalnya istri hamil 
setelah suami istri melakukan 
sanggama teratur tanpa kontrasepsi 
selama 1 (satu) tahun. Sekitar 85-90% 
pasangan suami istri muda yang sehat 
mendapatkan kehamilan dalam 1 
tahun, sedangkan 10-15% pasangan 
suami istri mengalami gangguan 
kesuburan. 5   Mempertimbangkan 
bahwa lahirnya keturunan sangat 
tergantung pada suatu proses 
kehamilan dan melahirkan yang 
diemban oleh perempuan (istri), maka 
perlu kiranya melihat lebih jauh 
pengaturan-pengaturan yang 
berhubungan dengan hak-hak 
perempuan terkait dengan fungsi 
reproduksinya.  
Banyak faktor yang 
menyebabkan pasangan suami istri sulit 
untuk hamil setelah kehidupan seksual 
normal yang cukup lama. Banyak juga 
suami istri yang memilih bercerai 
karena salah satu dari mereka tidak 
mendapat keturunan. Ancaman 
terjadinya perceraian menjadi masalah 
dalam sebuah pernikahan yang ada. 
                                                          
5  Addullatif, dkk, “Gangguan Kesuburan dan 
Penatalaksanaanya”, Makalah, disampaikan 
dalam Seminar Awam berjudul ”Harapan Baru 
Untuk Mendapatkan Buah Hati”, Jakarta: 2011, 
hal. 1. 
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Mereka beranggapan bahwa peran 
mereka sebagai orang tua tidak 
sempurna tanpa kehadiran seorang 
anak dalam kehidupan perkawinannya. 
Permasalahan yang 
teridentifikasi, yaitu bagaimana hukum 
di Indonesia mengatur pemenuhan hak 
reproduksi bagi pasangan suami istri 
yang mengalami infertilitas dan 
bagaimana hak reproduksi bagi 
pasangan suami istri dalam perspektif 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. 
 
PEMBAHASAN 
HAK REPRODUKSI BAGI 
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG 
MENGALAMI INFERTILITAS. 
1. Budaya Reproduksi 
Manusia percaya bahwa salah 
satu tugas mereka di dunia adalah 
melestarikan eksistensi manusia di 
bumi ini. Memiliki anak merupakan 
salah satu cara untuk memenuhi 
kewajiban itu. Banyak budaya yang 
memperbolehkan atau malah 
mendorong laki-laki untuk menceraikan 
istrinya dan kawin lagi, kalau 
perkawinan mereka tidak menghasilkan 
keturunan. Perempuan seolah-olah 
dianggap sebagai penyebab 
kemandulan. 
Di kalangan masyarakat agraris, 
kelangsungan hidup mereka amat 
bergantung pada kesuburan, baik 
kesuburan tanah tempat mereka hidup 
maupun kesuburan kaum 
perempuannya. Perempuan yang subur 
sangat dihargai dan sebaliknya dan 
tidak subur dipandang rendah. Budaya 
tersebut menanamkan konsep pada 
kaum perempuan bahwa mengandung 
dan melahirkan anak adalah kewajiban 
tanpa diimbangi anak dianggap 
menyimpang dari aturan sosial. Kondisi 
ini menyebabkan perempuan untuk 
dapat melahirkan anak seperti harapan 
orang-orang yang ada disekelilingnya. 
Budaya reproduksi penting untuk 
melihat motivasi setiap pasangan suami 
istri untuk meneruskan keturunannya. 
Selain motivasi untuk meneruskan 
keturunan. 
 
2. Ruang Lingkup Hak Reproduksi 
Hak dan Kesehatan Reproduksi 
baru mendapat perhatian khusus 
setelah dilaksanakannya Konferensi 
Internasional tentang Kependudukan 
dan Pembangunan (International 
Conference on Population and 
Development atau ICPD) di Kairo pada 
tahun 1994 yang kemudian dilanjutkan 
dalam Konferensi Perempuan Dunia IV 
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(Fourth World Conference on Women 
atau FWCW IV) di Beijing tahun 1995.6 
Lebih lanjut ICPD Kairo pada Bab 
VII Pasal 7.3, menyatakan bahwa hak 
reproduksi merupakan Hak Asasi 
Manusia yang diakui dalam Deklarasi 
Hak Asasi Manusia Internasional, 
beberapa hukum nasional, dan 
beberapa dokumen konsensus lainnya. 
Hak reproduksi juga diakui sebagai hak 
dasar dari setiap pasangan dan individu 
untuk memutuskan secara bebas dan 
bertanggungjawab terhadap jumlah, 
jarak, dan waktu dalam perencanaan 
kelanjutan keturunan, termasuk juga 
hak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan reproduksi.7 
Berdasarkan pernyataan 
tersebut, hal yang perlu digaris bawahi 
adalah bahwa kesehatan reproduksi 
mengandung arti bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk bereproduksi 
termasuk dalam hal memperoleh 
informasi dan menggunakan pelayanan 
perawatan kesehatan yang tepat 
                                                          
6  Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat, Komisi Kesehatan Reproduksi, 
Departemen Kesehatan RI, Kebijakan Strategi 
Nasional Kesehatan Reproduksi Republik 
Indonesia, Departemen Kesehatan RI,  Jakarta: 
2005, hlm. 5. 
7  United Nations, Report of the International 
Conference on Population and Development 
Cairo 5-13 September 1994, New York: 1995, 
hlm. 40. 
termasuk pelayanan untuk memberikan 
kesempatan bagi perempuan 
mendapatkan keamanan dalam hal 
kehamilan dan persalinan serta 
memberikan kesempatan terbaik bagi 
pasangan untuk memiliki bayi yang 
sehat.  
Hak reproduksi adalah hak-hak 
individu yang dilindungi oleh konstitusi 
berkaitan dengan pengawasan 
terhadap aktivitas prokreasinya, yang 
merupakan hak pribadi yang berkaitan 
dengan kehamilan, aborsi, dan 
sterilisasi. Hak reproduksi juga meliputi 
hak tubuh pribadi seorang perempuan 
untuk menjadi hamil atau melahirkan 
anak. Keputusan reproduksi harus 
bebas dari  diskriminasi, paksaan, atau 
kekerasan. Hak Asasi Manusia semakin 
mempertimbangkan hak-hak reproduksi 
yang harus dilindungi oleh Hukum Hak 
Asasi Manusia Internasional.8 
Hak reproduksi merupakan Hak 
Asasi Manusia yang diakui dalam 
Deklarasi Hak Asasi Manusia 
Internasional, beberapa hukum 
nasional, dan beberapa dokumen 
konsensus lainnya. Hak ini bersandar 
pada pengakuan hak dasar semua 
                                                          
8  Bryan .A. Garner, Black’s Law Dictionary, 
Ninth Edition, Thomson Reuters, St.Paul: 2009, 
hlm. 1418. 
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pasangan dan individu untuk 
memutuskan secara bebas dan 
bertanggung jawab mengenai jumlah, 
jarak, dan waktu dari anak-anak 
mereka dan untuk memiliki informasi 
dan sarana untuk melakukannya, dan 
hak untuk mencapai standar tertinggi 
seksual dan kesehatan reproduksi. Hal 
ini juga termasuk hak mereka untuk 
membuat keputusan mengenai 
reproduksi yang bebas dari 
diskriminasi, paksaan dan kekerasan, 
seperti yang diungkapkan dalam 
dokumen hak asasi manusia. Dalam 
pelaksanaan hak ini, mereka harus 
memperhitungkan kebutuhan hidup 
mereka dan masa depan anak-anak 
dan tanggung jawab mereka terhadap 
masyarakat.  
Penyelenggaraan dari usaha 
yang bertanggung jawab terhadap hak-
hak bagi semua orang, harus menjadi 
dasar fundamental bagi pemerintah dan 
masyarakat dalam kebijakan yang 
didukung dan program di bidang 
kesehatan reproduksi, termasuk 
keluarga berencana. Sebagai bagian 
dari komitmen mereka, perhatian 
sepenuhnya harus diberikan untuk 
mempromosikan hubungan gender 
yang saling menghormati dan adil dan 
khususnya untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan dan pelayanan para remaja 
untuk memungkinkan mereka dengan 
cara yang positif dan bertanggung 
jawab sehubungan dengan seksualitas 
mereka. 
Di dunia, banyak orang-orang 
yang menghindari kesehatan reproduksi 
yang dikarenakan faktor-faktor seperti: 
rendahnya tingkat pengetahuan 
tentang seksualitas manusia, dianggap 
tidak pantas, rendahnya kualitas 
informasi kesehatan reproduksi dan 
pelayanan; menyebarnya perilaku 
seksual berisiko tinggi, praktek-praktek 
sosial yang diskriminatif, sikap negatif 
terhadap perempuan dan anak 
perempuan, dan terbatasnya 
kemampuan para perempuan dan anak 
perempuan yang melampaui kehidupan 
seksual dan reproduksi mereka. Para 
remaja juga sangat rentan karena 
kurangnya informasi dan akses ke 
layanan yang relevan di sebagian besar 
negara, sedangkan para perempuan 
dan  laki-laki yang berusia tua juga 
memiliki masalah kesehatan reproduksi 
dan seksual berbeda yang sering 
kurang ditangani.9 
Selain pengertian kesehatan 
reproduksi dan hak reproduksi yang 
                                                          
9 United Nations, Op.Cit, hlm. 40-41. 
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telah disampaikan di atas, ICPD Kairo 
juga menyatakan tujuan dari hak 
reproduksi dan kesehatan reproduksi 
pada Chapter VII, article 7.5, sebagai 
berikut:  
a. Untuk memastikan bahwa informasi 
yang komprehensif dan faktual dan 
berbagai layanan kesehatan 
reproduksi, termasuk keluarga 
berencana, dapat diakses, 
terjangkau, dapat diterima dan 
nyaman untuk semua pengguna;  
b. Untuk mengaktifkan dan 
mendukung keputusan sukarela 
yang bertanggung jawab tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan 
anak dan metode keluarga 
berencana pilihan mereka, serta 
metode lain pilihan mereka untuk 
pengaturan kesuburan (fertilitas) 
yang tidak melawan hukum dan 
memiliki informasi, pendidikan dan 
sarana untuk melakukannya;  
c. Untuk memenuhi perubahan 
kebutuhan kesehatan reproduksi 
selama siklus hidup dan untuk 
melakukannya dengan cara yang 
sensitif terhadap keragaman kondisi 
masyarakat setempat.10 
                                                          
10 Ibid, hlm. 41. 
 Sebagai langkah kelanjutan dari 
ICPD Kairo, 1994, Indonesia telah 
menyusun Kebijakan Strategi Nasional 
Kesehatan Reproduksi Tahun 2005. 
Tujuan Umum dibentuknya Kebijakan 
dan Strategi Nasional Kesehatan 
Reproduksi di Indonesia, yaitu : untuk 
meningkatnya kualitas hidup manusia 
melalui upaya peningkatan kesehatan 
reproduksi dan pemenuhan hak-hak 
reproduksi  secara  terpadu, dengan 
memperhatikan  keadilan dan 
kesetaraan  gender.11 
 Pemenuhan hak-hak reproduksi 
merupakan bentuk perlindungan bagi 
setiap individu, serta prakondisi untuk 
memperoleh hak-hak lainnya tanpa 
diskriminasi. Hak-hak reproduksi 
mengawasi pemerintah dalam 
mematuhi dokumen-dokumen HAM 
seperti tida terpenuhinya hak atas 
pendidikan, pelayanan kesehatan dan 
sosial yang menyebabkan kematian ibu. 
Hak-hak reproduksi berarti pasangan 
dan individu berhak untuk memutuskan 
apakah dan kapan mereka memiliki 
anak tanpa diskriminasi, paksaan dan 
kekerasan.  
 Dalam pemenuhan hak 
reproduksi perempuan terdapat tiga 
                                                          
11  Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat, Op.Cit, hlm. 16. 
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elemen yang harus dipenuhi. Pertama, 
hak untuk bebas menentukan jumlah 
anak dan kapan (atau apakah mau) 
melahirkan. Kedua, hak untuk 
mendapatkan informasi yang lengkap 
dan cara/metode untuk mengatur 
kesuburannya, dan ketiga untuk 
memiliki kontrol atas tubuhnya.  
Berkaitan dengan hak 
reproduksi, khususnya bagi pasangan 
suami istri yang mengalami gangguan 
pada kesehatan reproduksinya, maka 
ICPD Kairo telah menyatakan bahwa 
salah satu hak kesehatan reproduksi 
adalah hak untuk mendapatkan 
manfaat dari hasil kemajuan ilmu 
pengetahuan di bidang kesehatan 
reproduksi. Sehubungan dengan itu, 
Pemerintah Indonesia telah mengatur 
dalam Pasal 127 UU Kesehatan yang 
memberikan kesempatan bagi 
pasangan suami istri untuk menempuh 
upaya kehamilan di luar cara alami 
(reproduksi buatan), yang lebih lanjut 
diatur dalam Permenkes tentang 
Teknologi Reproduksi Berbantu. 
 
3. Peraturan-peraturan yang 
Berkaitan dengan Hak 
Reproduksi 
a. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 
1945 Amandemen Kedua, 
menyatakan bahwa: Setiap orang 
berhak membentuk suatu keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah.  
b. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, menyatakan bahwa: 
Setiap orang berhak membentuk 
suatu keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang 
sah.  
c. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, menyatakan 
bahwa: ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Penjelasan Pasal 1 UU 
Perkawinan menyatakan bahwa 
membentuk keluarga yang bahagia 
erat hubungannya dengan 
keturunan, yang merupakan salah 
satu tujuan perkawinan.    
d. Pasal 71 Ayat (1) UU No.36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, yang 
menyatakan bahwa: Kesehatan 
reproduksi merupakan keadaan 
sehat secara fisik, mental, dan sosial 
secara utuh, tidak semata-mata 
bebas dari penyakit atau kecacatan 
yang berkaitan dengan sistem, 
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fungsi, dan proses reproduksi pada 
laki-laki dan perempuan.  
e. Pasal 71 Ayat (2) UU No.36 Tahun 
2009 tentang kesehatan, yang 
menyatakan bahwa: kesehatan 
reproduksi meliputi:  
1) saat sebelum hamil, hamil, 
melahirkan, dan sesudah 
melahirkan; 
2) pengaturan kehamilan, alat 
konstrasepsi, dan kesehatan 
seksual; dan  
3) kesehatan sistem reproduksi.  
f. Pasal 71 Ayat (3) UU No.36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, 
menyatakan bahwa: kesehatan 
reproduksi dilaksanakan melalui 
kegiatan promotif, preventif, kuratif, 
dan rehabilitatif.  
g. Pasal 72 UU No.36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, mengatur 
tentang hak setiap orang atas 
kehidupan reproduksi, yang 
meliputi:  
1) menjalani kehidupan reproduksi 
dan kehidupan seksual yang 
sehat, aman, serta bebas dari 
paksaan dan/atau kekerasan 
dengan pasangan yang sah.  
2) menentukan kehidupan 
reproduksinya dan bebas dari 
diskriminasi, paksaan, dan/atau 
kekerasan yang menghormati 
nilai-nilai luhur yang tidak 
merendahkan martabat manusia 
sesuai dengan norma agama.  
3) menentukan sendiri kapan dan 
berapa sering ingin 
bereproduksi sehat secara 
medis serta tidak bertentangan 
dengan norma agama.  
4) memperoleh informasi, edukasi, 
dan konseling mengenai 
kesehatan reproduksi yang 
benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
h. Pasal 73 UU No.36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, yang 
menyatakan bahwa: Pemerintah 
wajib menjamin ketersediaan sarana 
informasi dan sarana pelayanan 
kesehatan reproduksi yang aman, 
bermutu, dan terjangkau 
masyarakat, termasuk keluarga 
berencana.  
i. Pasal 74 Ayat (1) UU No.36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, yang 
menyatakan bahwa: Setiap 
pelayanan kesehatan reproduksi 
yang bersifat promotif, preventif, 
kuratif, dan/atau rehabilitatif, 
termasuk reproduksi dengan 
bantuan dilakukan secara aman dan 
sehat dengan memperhatikan 
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aspek-aspek yang khas, khususnya 
reproduksi perempuan.  
j. Pasal 74 Ayat (2) UU No.36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, yang 
menyatakan bahwa: Pelaksanaan 
pelayanan kesehatan reproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tidak 
bertentangan dengan nilai agama 
dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
k. Pasal 127 Ayat (1) UU No.36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, yang 
menyatakan bahwa upaya 
kehamilan di luar cara alamiah 
hanya dapat dilakukan oleh 
pasangan suami istri yang sah 
dengan ketentuan: 
1) Hasil pembuahan sperma dan 
ovum dari suami isteri yang 
bersangkutan ditanam dalam 
rahim istri dari mana ovum 
berasal.  
2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu.  
3) Pada fasilitas pelayanan 
kesehatan tertentu.  
l. Pasal 1 (butir 1) Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 
039/Menkes/SK/I/2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Teknologi Reproduksi Berbantu, 
yang menyatakan bahwa: Teknologi 
Reproduksi Berbantu adalah upaya 
medis, agar pasangan suami istri 
yang sukar memperoleh keturunan, 
dapat memperolehnya melalui 
metoda fertilisasi in-vitro dan 
pemindahan embrio (FIV-PE) 
dengan menggunakan peralatan 
dan cara-cara yang mutakhir.  
m. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 
039/Menkes/SK/I/2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Teknologi Reproduksi Berbantu, 
yang menyatakan bahwa: Dalam 
penyelenggaraannya Pelayanan 
Reproduksi Berbantu hanya dapat 
dilakukan pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang telah ditetapkan 
oleh Menteri dan dilaksanakan 
berdasarkan Pedoman Pelayanan 
Teknologi Reproduksi Berbantu 
yang ditetapkan oleh Menteri.  
n. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 
039/Menkes/SK/I/2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Teknologi Reproduksi Berbantu, 
yang menyatakan bahwa:  
Pelayanan Teknologi Reproduksi 
Berbantu hanya dapat diberikan 
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kepada pasangan suami istri yang 
terikat perkawinan yang sah dan 
sebagai upaya akhir untuk 
memperoleh keturunan serta 
berdasarkan pada suatu indikasi 
medik. 
4. Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kesehatan 
Reproduksi 
Gangguan kesuburan 
(infertilitas) yang dapat mempengaruhi 
kesehatan reproduksi. Beberapa 
gangguan kesuburan dapat diakibatkan 
oleh kelainan, gangguan atau penyakit 
yang terjadi pada: 
a. Bentuk (anatomi) alat berketurunan 
(organ reproduksi)  
b. Fungsi (fisiologi) alat berketurunan 
(organ reproduksi)  
c. Kesehatan tubuh secara umum  
d. Pola hidup (kebiasaan) 
e.Keadaan kejiwaan (psikhologik) 
masing-masing suami istri.12 
 Infertilitas pada laki-laki 
biasanya disebabkan oleh rendahnya 
jumlah sel air mani yang terdapat 
dalam air mani yang dibawah standar. 
Berdasarkan jumlah dan kualitas sel air 
mani yang terkandung dalam satu 
                                                          
12 Addullatif, dkk, Op.Cit, hlm. 2. 
milliliter air mani, infertilitas pada laki-
laki dapat dikelompokkan menjadi13 : 
a. Oligozoosperma, yaitu suatu 
keadaan jumlah sel air mani hanya 
terdapat beberapa ratus sel saja. 
b. Kriptozoosperma, yaitu suatu 
keadaan jumlah sel air mani hanya 
dapat dijumpai beberapa puluh atau 
kurang. 
c. Asthenspermia, yaitu suatu keadaan 
sel air mani tidak memiliki 
kemampuan bergerak secara leluasa 
untuk mencari sel telur. Sel air mani 
yang ada memiliki kelainan pada 
ekor namun kondisi kepada sel air 
mani (pembawa gen) masih baik. 
d. Azoospermia, yaitu suatu keadaan 
tidak terdapatnya sel air mani yang 
matang. 
Selain disebabkan oleh faktor-
faktor tersebut di atas, kesehatan 
reproduksi khususnya pada wanita 
dapat dipengaruhi oleh beberapa 
penyakit yang dialami oleh perempuan, 
antara lain14:  
a. Ada kelaianan rahim 
b. Kelainan pada saluran telur 
                                                          
13  Kartono Mohammad, Teknologi Kedokteran 
dan Tantangannya Terhadap Bioetika, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1992,  hlm. 
65. 
14 Ibid, hlm. 67-68. 
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c. Kandungan telur tidak mampu 
memproduksi sel telur 
d. Vagina menghasilkan zat-zat 
antibody yang dapat mematikan air 
mani. 
Pemenuhan Hak Reproduksi 
Pasangan Suami Istri Dalam 
Perspektif Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Hak bereproduksi atau 
melanjutkan keturunan merupakan Hak 
Asasi Manusia yang dijamin oleh 
undang-undang. Artinya setiap Warga 
Negara Indonesia yang telah 
melangsungkan perkawinan secara sah 
mempunyai hak yang sama untuk 
melanjutkan keturunan. Salah satu 
faktor penting dalam mendukung 
terwujudnya suatu keturunan dalam 
perkawinan adalah adanya keadaan 
kesehatan reproduksi yang baik dari 
pasangan suami istri. Pasangan suami 
istri yang mempunyai kesehatan 
reproduksi yang baik, secara medis 
mempunyai peluang yang lebih besar 
untuk mendapatkan keturunan. Namun, 
sebaliknya apabila terdapat gangguan 
kesehatan reproduksi pada pasangan 
suami istri, maka secara medis 
memperkecil peluang untuk 
mendapatkan keturunan. 
Untuk itu, pemerintah Indonesia 
telah memberikan suatu solusi untuk 
membantu pasangan suami istri dalam 
upaya melanjutkan keturunan, yaitu 
melalui Teknologi Reproduksi Buatan 
atau secara resmi dikenal dengan 
Teknologi Reproduksi Berbantu, 
sebagaimana telah diatur dalam UU 
Kesehatan dan Permenkes tentang 
Teknologi Reproduksi Berbantu. 
Upaya kehamilan di luar cara 
alamiah yang diatur dalam Pasal 127 
ayat (1) dan (2) UU Kesehatan 2009 
hanya dapat dilakukan oleh pasangan 
suami istri yang sah dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Hasil pembuahan sperma dan ovum 
dari suami isteri yang bersangkutan 
ditanam dalam rahim istri dari mana 
ovum berasal.  
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu.  
c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan 
tertentu. 
Lebih lanjut, Pasal 1 butir (1) 
Permenkes Teknologi Reproduksi 
Berbantu, menjelaskan arti Teknologi 
Reproduksi Berbantu, yaitu:  upaya 
medis agar pasangan suami istri yang 
sukar memperoleh keturunan, dapat 
memperolehnya melalui metoda 
fertilisasi in-vitro dan pemindahan 
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embrio (FIV-PE) dengan menggunakan 
peralatan dan cara-cara yang mutakhir. 
Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) 
Permenkes Teknologi Reproduksi 
Berbantu menyatakan bahwa: 
Pelayanan Teknologi Reproduksi 
Berbantu hanya dapat diberikan kepada 
pasangan suami istri yang terikat 
perkawinan yang sah dan sebagai 
upaya akhir untuk memperoleh 
keturunan serta berdasarkan pada 
suatu indikasi medik. 
Berdasarkan Permenkes tentang 
Teknologi Reproduksi Berbantu, 
Teknologi Reproduksi Berbantu 
dilakukan dengan dasar pertimbangan, 
sebagai berikut:  
1) bahwa kemajuan Teknologi 
Reproduksi Berbantu (TRB) 
khususnya dalam bidang In Vitro 
Fertilization (IVF) berkembang 
secara pesat;  
2) bahwa Teknologi Reproduksi 
Berbantu diselenggarakan dalam 
rangka membantu pasangan suami 
istri yang tidak subur untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat;  
3) bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf 
(a) dan huruf (b) perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Teknologi Reproduksi Berbantu. 
Berdasarkan pada pengaturan 
dalam UU Kesehatan dan Permenkes 
tentang Teknologi Reproduksi 
Berbantu, terlihat bahwa pemerintah 
Indonesia telah memberikan perhatian 
pada kesehatan reproduksi dan hak 
reproduksi bagi pasangan suami istri 
khususnya yang sulit memperoleh 
keturunan melalui Teknologi Reproduksi 
Berbantu. Teknologi Reproduksi 
Berbantu menawarkan beberapa pilihan 
cara reproduksi melalui teknologi 
kedokteran, misalnya fertilisasi in vitro 
(bayi tabung), TAGIT, dan inseminasi 
buatan. 
Berdasarkan pengaturan 
kehamilan di luar cara alami menurut 
UU Kesehatan dan Permenkes tentang 
Teknologi Reproduksi Berbantu, maka 
benih yang dihasilkan melalui 
reproduksi berbantu (buatan), baik 
melalui fertilisasi in vitro, TAGIT 
(Tandur Alih Gamet Intra Tuba), 
maupun inseminasi buatan, harus 
ditanamkan kembali ke dalam rahim 
perempuan (istri) dimana ovum 
tersebut berasal. Artinya, rahim 
memegang peranan yang sangat 
penting dalam bereproduksi atau 
melanjutkan keturunan, karena rahim 
sebagai tempat berkembangnya 
embrio, sebagai hasil pembuahan 
sperma dan ovum pasangan suami istri. 
Namun, Teknologi Reproduksi Berbantu 
menurut hukum di Indonesia hanya 
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dapat diterapkan bagi istri yang 
mempunyai rahim yang sehat, di mana 
secara medis mampu menampung janin 
selama proses kehamilan dan 
melahirkan.  
Dapat disimpulkan bahwa 
Teknologi Reproduksi Berbantu di 
Indonesia hanya diperuntukkan bagi 
istri yang mempunyai rahim yang 
sehat, dimana mampu menampung 
kehamilan sampai dengan melahirkan 
anak. Hal inilah yang merupakan 
pembatasan pelaksanaan Teknologi 
Reproduksi Berbantu menurut hukum di 
Indonesia. Seiring dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
muncul berbagai varian fertilisasi in 
vitro, dengan dimungkinkannya 
menanamkan embrio hasil pembuahan 
sperma dan ovum melalui peran 
Surrogate Mother. 
Surrogate Mother secara harfiah 
disamakan dengan istilah “Ibu 
Pengganti” atau “Ibu Wali” 15  yang 
didefinisikan secara bebas: 
sebagai seorang wanita yang 
mengikatkan dirinya melalui suatu 
ikatan perjanjian dengan pihak lain 
(biasanya suami istri) untuk menjadi 
hamil setelah dimasukkannya 
penyatuan sel benih laki-laki 
                                                          
15  Fred Ameld, Kapita Selekta Hukum 
Kedokteran, Cet.1, Grafikatama Jaya, Jakarta: 
1991, hlm. 117. 
(sperma) dan sel benih wanita 
(ovum) yang dilakukan 
pembuahannya di luar rahim (in 
Vitro Fertilization) sampai melahirkan 
sesuai kesepakatan, yang kemudian 
bayi tersebut diserahkan kepada 
pihak suami istri dengan 
mendapatkan imbalan berupa materi 
yang telah disepakati. Tetapi ada 
varian lain yang menyatakan bahwa 
perikatan yang terjadi tidak didasari 
berdasarkan imbalan melainkan 
karena dasar kekerabatan (walaupun 
jarang), di mana seorang kerabat 
wanita bersedia mengandung benih 
dari saudara wanitanya tanpa 
imbalan materi, sehingga dengan 
adanya sifat perikatan yang 
memberikan suatu imbalan sebagai 
balasan jasa maka Surrogate Mother 
juga dikenal dengan istilah “sewa 
rahim”16 
 Disimpulkan bahwa fertilisasi in 
vitro dengan melibatkan peran 
Surrogate Mother yang dilarang di 
Indonesia, sementara itu belum ada 
teknologi yang bisa menggantikan 
rahim sebagai tempat tumbuh dan 
berkembangnya embrio.  
Indonesia belum memiliki aturan yang 
spesifik mengatur mengenai surrogate 
mother, oleh karena itu pelaksanaan 
surrogate mother yang terkait dengan 
perjanjian surrogacy tidak 
dimungkinkan dilakukan di wilayah 
hukum Indonesia karena tidak 
memenuhi unsur Pasal 1320 
KUHPerdata dan bertentangan dengan 
                                                          
16 H. Desriza Ratman, Op.Cit, hlm. 35-36. 
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UU, kesusilaan dan ketertiban umum. 17 
Pelaksanaan Inseminasi Buatan melalui 
cara Surrogate Mother (Ibu Pengganti) 
tidak diperbolehkan dan diharamkan 
menurut Norma Hukum dan Agama.18 
 
Surrogate Mother di Indonesia 
pada saat ini masih menimbulkan pro 
kontra dari berbagai kalangan, misalnya 
pandangan dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
telah mengeluarkan Fatwa MUI tentang 
”Transfer Embrio ke Rahim Titipan” 
yang mengatur sebagai berikut:19 
1) Transfer embrio hasil inseminasi 
buatan antara sperma suami dan 
ovum istri yang ditempatkan pada 
rahim wanita lain hukumnya tidak 
boleh (haram).  
2) Transfer embrio hasil inseminasi 
buatan antara sperma suami dan 
ovum istri yang ditempatkan pada 
                                                          
17  Sonny Dewi J., dkk., “Aspek Hukum 
Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum 
Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, 
No. 2, Tahun 2017, hlm. 148-149 
18  James Hokkie Mariso, “Analisis Yuridis 
Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah 
(Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, 
Lex Et Societatis, Vol VI, Ni. 6, Tahun 2018, 
hlm. 149 
19  Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa 
MUI Sejak 1975, Erlangga, Jakarta: 2011, hlm. 
856. 
rahim istri yang lain hukumnya tidak 
boleh (haram).  
3) Transfer embrio hasil inseminasi 
buatan antara sperma suami dan 
ovum istri yang ditempatkan pada 
rahim wanita lain yang disebabkan 
suami dan/atau istri tidak 
menghendaki kehamilan hukumnya 
tidak boleh (haram).  
4) Status anak yang dilahirkan dari 
hasil yang diharamkan pada point 
1,2, dan 3 di atas adalah anak dari 
ibu yang melahirkannya. 
 Berlandaskan pada Fatwa MUI 
tersebut, jelas bahwa Islam menolak 
keras Surrogate Mother sebagai suatu 
cara untuk melanjutkan keturunan, 
dikarenakan dianggap sebagai tindakan 
yang dilarang (haram). Hal inilah yang 
dijadikan dasar untuk tidak melegalkan 
Surrogate Mother di Indonesia. 
 Surrogate Mother merupakan 
suatu perbuatan yang dapat dikenakan 
sanksi, karena perbuatan tersebut 
bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Ketentuan terkait 
pelarangan Surrogate Mother juga 
sebagaimana dalam Pasal 127 UU 
Kesehatan yang pada intinya melarang 
untuk melakukan suatu tindakan medik 
Surrogate Mother yang tidak terikat 
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hubungan perkawinan yang sah. Hal ini 
juga dipertegas di dalam Pasal 10 ayat 
(1) UU HAM bahwa dalam upaya 
melanjutkan keturunan diharuskan 
melalui perkawinan yang sah. Berbagai 
ketentuan perundang-undangan 
tersebut telah menjelaskan bahwa 
tindakan medik Surrogate Mother tidak 
boleh dilakukan, terlebih-lebih obyek 
yang diperjanjikan sangatlah tidak 
lazim, yaitu rahim, baik benda maupun 
difungsikan sebagai jasa. 
 Adapun keinginan pasangan 
suami istri untuk memperoleh 
keturunan setelah bertahun-tahun 
menikah tetapi tidak kunjung 
mempunyai anak maka dalam keadaan 
demikian seseorang dapat melakukan 
pengangkatan anak. Seseorang 
melakukan pengangkatan anak ada 
faktor yang melatarbelakanginya. 
Menurut M. Budiarto, bahwa faktor 
atau latar belakang dilakukan 
pengangkatan anak yaitu20 :  
1. Bagi PNS ada keinginan agar 
memperoleh tunjangan gaji dari 
pemerintah; 
                                                          
20  M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau 
Dari Segi Hukum, Aka Press, Jakarta: 1991, 
hlm. 16. 
2. Keinginan untuk mempunyai anak, 
bagi pasangan yang tidak 
mempunyai anak; 
3. Adanya harapan dan kepercayaan 
akan mendapatkan anak setelah 
mengangkat anak atau sebagai 
“pancingan”; 
4. Masih ingin menambah anak yang 
lain jenis dari anak yang telah 
dipunyai; 
5. Rasa belas kasihan terhadap anak 
terlantar, miskin, yatim piatu dan 
sebagainya. 
Dapat disimpulkan, bahwa pada 
dasarnya latar belakang atau sebab-
sebab seseorang melakukan 
pengangkatan anak adalah karena tidak 
mempunyai keturunan. Berdasarkan hal 
tersebut, jelaslah bahwa lembaga 
adopsi (pengangkatan anak) 
merupakan sesuatu yang bernilai positif 
dan diperlukan dalam masyarakat. 
 
PENUTUP 
Pemerintah telah memberikan 
jaminan hak bereproduksi bagi 
pasangan suami istri di Indonesia 
sebagai upaya melanjutkan keturunan, 
melalui beberapa pengaturan hukum 
sebagaimana telah diatur dalam UUD 
1945, UU HAM, UU Perkawinan, dan UU 
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Kesehatan. Hak bereproduksi tersebut 
juga diberikan bagi pasangan suami 
istri yang mengalami gangguan 
reproduksi yang tidak dapat 
melanjutkan keturunan melalui 
reproduksi secara alami. Untuk 
mengatasi hal tersebut, pemerintah 
mengijinkan dilakukannya Teknologi 
Reproduksi Berbantu, dengan beberapa 
pilihan cara reproduksi melalui 
teknologi kedokteran, misalnya 
fertilisasi in vitro (bayi tabung), TAGIT, 
dan inseminasi buatan. 
Ketentuan pada UU Kesehatan 
menghendaki upaya pasangan suami 
istri untuk memenuhi hak 
reproduksinya dengan melanjutkan 
keturunan diharuskan melalui 
perkawinan yang sah dan melarang 
tindakan Surrogate Mother atau sewa 
rahim, sebagaimana dalam Pasal 127 
UU Kesehatan yang pada intinya 
melarang untuk melakukan suatu 
tindakan medik Surrogate Mother yang 
tidak terikat hubungan perkawinan 
yang sah. Tindakan medik Surrogate 
Mother tidak boleh dilakukan di 
Indonesia, terlebih-lebih obyek yang 
diperjanjikan sangatlah tidak lazim, 
yaitu rahim, baik benda maupun 
difungsikan sebagai jasa. 
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